PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Mentmbang = a. !'mitten dalam rangka mewujudkan kinerja Pcmcnntah
Dzienth yang optimal dan tertib penyelenggartum
administrasi pemerintaban, khususnya di Lingkungan
Unit Pclaksana Teknis Pengujian Kendanian Bermotor
Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru, perlu dilakukan penyusunan dan
penerapan Standar Operasional Prosedur (SOPI Unit
Pelaksana Teknis Pengujian Kendarnan Beimotor Pada
Dines Perhubungan. Komunikasi dan Inromuitika Kota

Banjarbarti:

b. bahwa bcrdasarkan perurnbangan sebagaimana clanaksud
dalarn hunt( a. perlu menempkan dengan Peratunui
Walikota Banjarbaru ,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjartrarit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3822):

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeknggaraan Negara Yang Berndt dan Bebas dari
Korupsi. Kolusi dan Nepolistne (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negate Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undong-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daenth (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namur 4437) sebegaimana
telah diubah beberapti kali teralchir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Mends ILembaran Negans Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tumbahan Lembanm
Newlyn Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

Undang_Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Nepali Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkntan Jalan (Lemboran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tomb/than Lembaran
IVegan Republik Indonesia Nomor 50251;

Undana Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pennidang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;

Undung-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terming Pelayanan
Publik (Ixmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemenntah tremor 38 Tahun 2007 fettling
Pembagian Unman Pemerintahan Antrim Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tombohan Lcrnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pcmenntah Noma: 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lombarun Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Komar 120, Tambahan Lemhamn Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Il. Pentruran Menteri Pendayagunuan Aparatur Negara dim

12.

14.

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tabun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administmsi Pemerintaban (Bente Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun
1993 tentang persyaratan ambang barns don Laik Jalan
Kendaraan Bennotor, Kereta Gandengan, Kcrcta
Tempelan, Karoscri dan Bak Muatan sena Komponen-
komponennya;

Kcputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.9 Tahun
2004 tentang Penguijian 'ripe Kendaraan Bermotor,

Peraturan Dacrah Rota banjtuburu Nuctun 2 Tahun 2008
terming Unman Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Rota
Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
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15, Peruturan Daerah Kota Ba ruarbaru Nomor 25 Tahun 2011
Emitting Retribusi Pengujian Kendaraan Berrnotor
(Lembaran Dacrah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor
25, Tumbahun Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor
17);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pcmbentukan, Organisasi dun Into Kerja Dinas
Duemh di Lingkungan Pemerinush Kota Banjarbaru
(Lembaran Dacrah Kota Banjarburu Tahun 2008
Nomor II) sebagazmana telah diubali dengart Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tatum 2013 ionizing
Perubithan kedua Atas Pcraturan Dacrah Kern Banjarbaru
Nontor I I Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Krtja Dinas Dacruh di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru ILemburan Daerah Rota Banjul-Nutt
Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Mcnctapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUMAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BANJARBARU.

BARI
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotu int yang dimaksud dengan :

il
2.

3.

64

Daerah adzdah Kota Etanjarbant.

Pcmcrintah Dacrah adakth Walikota Banjarbaru dan Perangkat Dacrult
sebagai unsur Penyeleng,gantan Pemerinttah daerah Kota Banjarbaru.
Walikota adatah Walikota Banjarbaru

Dinas Perhubungan,Komunikasi dun Informatika adalab Dituts
Perhubungzin,Komunikasi dun Infornmtika Rota Banjarbaru.

Unit Pclaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bcrmotor adalah Unit
Peaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas
Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Standar Opera:flonal Prosedur atnu SOP adidah serangkalnn petunjuk
tenulis yang dibakukan mcngcnai proses penyelenggaraan tugas-tugas
Pcmerintah Dacrah.

. Penycstatian don penthuhun adalah tindakan mclakukan perbaikart

rerhadap SOP yang dttetapkan atau menibuat SOP baru.
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BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal

Maksud ditctapknnnya Standar Operasional Proscdur Unit Pelaksana Tcknis
Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan
Informatika Kota Banjarbaru adalah untuk mcnjadi acuan dalam pelaksattaan
tugas don fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada
Dinas Pcrhubungan,Komunikasi dim Informatika Kota Banjarbant.

Pasant 3

Tun.= ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksanto Teknis
Pengujian Kendaman Bermotor Pada DMus Pcrhubungan,Komunikasi dan
Informatika Kota Bunjarbaru adalnh agar tugas dan fungsi Unit Pelaksana
Teknis Pengujian Kendarann I3ennotor Pada Dinas Pcrhubungan,Komunikasi
don Informatika Kota Banjarbaru dapat disclenggarakan secara tentkur,
akuntabel, efektif dan efesien.

BAB llI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Fazed 4

Standar Operasional Prosedur pada peraturun ini dapat dilakukan penyesuatan
dart perubahan sesuat dengan dinamiku pclaksanaan Unit Pelaksana Teknis
Pengujian Kendarnan Bermotor Pada Dinas Perhubungan.Komunikasi dan
Informatika Koto Banjarbaru.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur yang trial. dilakukan penycsuaitut dun
perubahan dapat dtbrrlakukan setchth tnendapat pengesahan Kepaia Dinas
PerhuhunganKomunikasi dun Inform:inks Kota Banjarbaru

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Ketentuan Standar Operaminnal Prosedur Unit Pelaksarm Teknis Pengujian
Kendoroon Bermotor pods Dams Perhubungan. Kumunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru sebttgatmana terltunpir rnerupakan bagian yang tidak
terpisalikan dengan Peraturan Walikota int
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